MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav-58 By pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Fax. 021 26273535 / PO.BOX 1148 JKT 13011 JAT

Jakarta, 2 Mei 2017

Nomor : 712/DJU.2/PP.00.2/05/2017
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Administrasi

Bagi Panitera Kekhususan Pengadilan Negeri
di Lingkungan Peradilan Umum T.A. 2017

Yth. : Para Ketua Pengadilan Negeri
di -
Tempat

Sehubungan akan diselenggarakannya Bimbingan Teknis Administrasi bagi Panitera
kekhususan Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum T.A. 2017, dimohon Saudara untuk
memberitahukan dan memerintahkan kepada para peserta yang nama-namanya tersebut dalam

lampiran ini, untuk mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Panitera Kekhususan yang di maksud.
Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Administrasi bagi Panitera kekhususan Pengadilan Negeri di Lingkungan
Peradilan Umum akan dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 Mei 2017.
a. Tempat : Hotel Pangeran, Jalan Jenderal Sudirman No. 371-373,

Cinta raja, Sail, Kota Pekanbaru Telp ( 0761 ) 853636

b. Waktu +
e Check in : Senin, 15 Mei 2017
: 15.00 WIB s/d 17.00 WIB
¢ Pembukaan : Senin, 15 Mei 2017
: 20.00 WIB s/d Selesai
° Penutupan < Kamis, 18 Mei 2017

10.00 WIB s/d Selesai
2. Diharap untuk membawa:

a. Membawa Surat Keterangan dari pejabat atau atasan langsung yang menyatakan dibebaskan
dari tugas sehari-hari selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis tersebut;

b. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

c. Membawa Kartu BPJS.

3. Pakaian:

a. Pakaian Batik (untuk acara malam hari);
b. Pakaian Dinas Harian (PDH)

4. Wajib Menyerahkan:

Peserta akan diberikan penggantian biaya transportasi sesuai standar yang ada, dengan catatan
penggantian transportasi dari dan kembali ke tempat tugas masing - masing peserta ke hotel
pangeran - Pekanbaru (PP) dengan menyerahkan bukti — bukti (tiket difotocopy rangkap dua,
boarding pass asli) dan diserahkan kepada panitia pada saat registrasi peserta.

Konfirmasi kehadiran peserta harap segera diinformasikan paling lambat tanggal 10 Mei 2017 dan
hal lainnya yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan
Umum Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 — Bypass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat Telp
(021) 29079176 pswt 1511.

CP: HP. 082151518843 (M.Slamet); 08161427335 (M. Rifa’i); 08128311587 (Zubair);

Email: pengembanganganis@gmail.com

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR
PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM

Dr. H. Haswax 5.H., S.E., M. Hum.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
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KESATU

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR: 1091 /DJU/SK/PP.00.2/4/2017
TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI
BAGI PANITERA KEKHUSUSAN PENGADILAN NEGERI

10.

11.

12,

DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
pemantapan pelaksanaan tugas — tugas peradilan, serta mewujudkan kemampuan
di bidang teknis Peradilan Khususnya Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, dan
Pengadilan Hubungan Industrial. maka diperlukan Bimbingan Teknis Administrasi
Bagi Panitera Kekhususan Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2017;

bahwa untuk itu perlu menunjuk para Panitera Muda Pengadilan Negeri yang
namanya tercantum dalam Keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis
Administrasi bagi Panitera Kekhususan Pengadilan Negeri dimaksud;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi; Tt

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN. Tahun
2004 Nomor 5 TLN Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial;

Undang-Undang Nomor Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2012;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2025;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Daftar Isian Pelakasanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum Tahun Anggaran 2017, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2017 tanggal 07
Desember 2016;

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor: 03/Djul/SK/KUO1/ 1/2017 tanggal 12 Januari 2017
tentang Penunjukan Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran
pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk
mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Bagi Panitera Kekhususan Pengadilan
Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017.
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KEDUA ! Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai
tanggal 15 Mei s/d 18 Mei 2017.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan
sepenuhnya pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran
2017, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2017 tanggal 07 Desember 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

'HERRI SWANTORO

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;

2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

S. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;

7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
8. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:;

9. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;

10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.






